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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2012 
TENTANG 

PEDOMAN PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu 
disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) Bidang Sosial; 

b. bahwa semakin meningkatnya usia harapan hidup 
dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas 
permasalahannya sehingga memerlukan 
penanganan secara komprehensif; 

c. bahwa pelayanan sosial lanjut usia baik dalam panti 
maupun luar panti  perlu ditingkatkan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang  
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3796); 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4584); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5294); 

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 
tentang Indikator Kinerja Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial; 

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan 
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 
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18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Sosial Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN 
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam 
puluh)  tahun ke atas. 

2. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) 
tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi 
kebutuhan dasarnya. 

3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan 
pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang 
dan/atau jasa. 

4. Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk 
membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi 
sosialnya. 

5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti adalah pelayanan sosial yang 
dilaksanakan melalui institusi/Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut 
Usia dengan menggunakan sistem pengasramaan. 

6. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti adalah pelayanan sosial yang 
dilaksanakan dengan berbasiskan keluarga atau masyarakat dan tidak 
menggunakan sistem pengasramaan. 

7. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya 
disebut Lembaga Lanjut Usia adalah lembaga yang menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial lanjut usia baik yang dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, maupun masyarakat. 

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat LKS adalah 
organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, 
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
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Pasal 2 
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan 
acuan bagi Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan 
daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan 
sosial lanjut usia. 

Pasal 3 
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia bertujuan agar :  
a. memberikan arah dan pedoman kinerja bagi Pemerintah, pemerintahan 

daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
masyarakat dalam pelayanan sosial lanjut usia; dan 

b. meningkatkan kualitas pelayanan sosial lanjut usia. 
Pasal 4 

Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia diperuntukan bagi : 
a. Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan 
sosial lanjut usia; 

b. berbagai LKS yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia; dan 
c. pemangku kepentingan lain yang peduli dan berperan serta dalam 

pelayanan sosial. 

Pasal 5 
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, meliputi kegiatan: 

a. pelayanan dalam panti dan luar panti; 
b. perlindungan; dan 
c. pengembangan kelembagaan sosial lanjut usia. 

BAB II 
PELAYANAN DALAM PANTI DAN LUAR PANTI 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 6 

(1) Pelayanan Sosial Lanjut Usia dapat dilakukan baik dalam panti 
maupun luar panti. 

(2) Pelayanan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilakukan baik oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, 
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota  maupun masyarakat. 
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